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Nomor : B-149/Kw.02/1/0T.01/01/2026 26 Januari 2026
Sifat - Penting

Lampiran  : 1 (satu) berkas

Hal . Pelaporan LHKAN Tahun 2026

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota
Se-Sumatera Utara

Dengan hormat,

Menindaklanjuti  surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor:
B-10/1J/OT/01/2026 Tanggal 19 Januari 2026 Hal : Penyampaian Pelaporan LHKAN Tahun
2026 sebagaimana terlampir, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi Pengawai Negeri Sipil (PNS) dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Madrasah
berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)
setiap tahun.

2. Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada point 1 disampaikan dalam
dua cara, yaitu :

a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat tertentu
sebagaimana diatur dalam KMA Nomor 774 Tahun 2023 (yaitu Kakan Kemenag
dan Kepala MAN), Pelaporan LHKPN melalui aplikasi https://elhkpn.kpk.go.id/
paling lambat tanggal 28 Februari 2026

b. Laporan SPT Pajak Tahunan bagi seluruh ASN, Pelaporan SPT Tahun Pajak
melalui https://coretax.pajak.go.id/ paling lambat tanggal 02 Maret 2026

3. Aparatur negara yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Agar data pelaporan LHKAN menjadi rekam jejak pegawai dan mengaitkan dengan
pelayanan kepegawaian (promosi/mutasi/rotasi,dll)

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Saudara diminta agar melaporkan LHKAN
dilingkungan Unit Kerja Saudara (Kankemenag, KUA dan Madrasah) dengan format terlampir
dan screenshot bukti laporan SPT Pajak Tahun 2025 dihimpun dalam google form dan dikirim
melalui google drive serta disampaikan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Sumatera Utara melalui email ortalakanwilsumut@gmail.com paling lambat hari 03 Maret
2026 untuk selanjutnya akan dilaporkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di
Jakarta tanggal 16 Maret 2026. Untuk koordinasi selanjutnya dapat menghubungi Sdr. Alfifin
Purnama Sari, S.Pd (HP/WA. 082368864056)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor Wilayah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Lampiran | Surat Nomor : B-149/Kw.02/1/0T.01/01/2026

Tanggal : 26 Januari 2026
KOP SURAT
Nomor s 2026
Lamp D
Hal : Rekapitulasi Penyampaian LHKAN

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Utara
di
Tempat

Menindak lanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Sumatera Utara Nomor ......., dalam rangka meningkatkan integritas dan komitmen seluruh
Aparatur Negara dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di
lingkungan Kantor Kementeraian Agama Kab/ Kota. Kami laporkan hasil penyampaian
Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), sebagai berikut :

REKAPITULASI PENYAMPAIAN
(GABUNGAN KEMENAG KAB/ KOTA, KUA DAN MADRASAH)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
TAHUN 2025

No Keterangan Jumlah

1 Jumlah seluruh ASN

a. Wajib LHKPN

1. PNS

2. PPPK

b. Tidak Wajib LHKPN

1. PNS

2. PPPK

2 Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan
harta kekayaan melalui LHKPN

a. PNS

b. PPPK

3 Aparatur Negara wajib LHKPN vyang belum melaksanakan
pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN

a. PNS

b. PPPK

4 | Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan
informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan

a. PNS

b. PPPK

5 | Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum meyampaikan
informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan

a. PNS

b. PPPK

6 | Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKPN & SPT)

a. PNS

b. PPPK

Demikian rekapitulasi penyampaian LHKAN disampaikan, atas perhatian dan
kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)...........



DAFTAR NAMA PNS YANG SUDAH MELAPORKAN SPT PAJAK TAHUN 2025
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

Lampiran Il Surat Nomor : B-149/Kw.02/1/0OT.01/01/2026
Tanggal : 26 Januari 2026

NO NAMA NIP NIK NPWP BUKTI LAPORAN BUKTI LAPORAN TGL
LHKPN SPT TAHUNAN PELAPORAN
KEPALA

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik




DAFTAR NAMA PPPK YANG SUDAH MELAPORKAN SPT PAJAK TAHUN 2025
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

Lampiran Il Surat Nomor : B-149/Kw.02/1/0OT.01/01/2026
Tanggal : 26 Januari 2026

NO NAMA NIP NIK NPWP BUKTI LAPORAN BUKTI LAPORAN TGL
LHKPN SPT TAHUNAN PELAPORAN
KEPALA

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik




Lampiran Il Surat Nomor : B-149/Kw.02/1/0T.01/01/2026

Tanggal

: 26 Januari 2026

DAFTAR NAMA PNS YANG BELUM MELAPORKAN SPT PAJAK TAHUN 2025
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA .................

NO

NAMA

NIP

NIK

NPWP

Alasan Tidak Melaporkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

KEPALA

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




DAFTAR NAMA PPPK YANG BELUM MELAPORKAN SPT PAJAK

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

Lampiran Il Surat Nomor : B-149/Kw.02/1/0T.01/01/2026

Tanggal

TAHUN2025

: 26 Januari 2026

NO

NAMA

NIP

NIK

NPWP

Alasan Tidak Melaporkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEPALA




